BAB V

KESIMPULAN

Anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian sesuai pasal 28 ayat (3)
Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 harus pensiun atau mengundurkan diri. Tetapi ada
peraturan yang membolehkan anggota kepolisian yang menduduki jabatan di luar kepolisian
tanpa harus mengundurkan diri atau pensiun dari dinas kepolisian yaitu Peraturan Kepala
Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2017 Tentang Penugasan Anggota
Kepolisian Negara Republik Indonesia Di Luar Struktur Organisasi Kepolisian Negara
Republik Indonesia. Penjelasan pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002
menyatakan maksud jabatan di luar kepolisian yaitu jabatan yang tidak mempunyai sangkut
paut dengan kepolisian atau tidak berdasarkan penugasan dari Kapolri. Meskipun jabatan
tersebut tidak ada sangkut pautnya dengan kepolisian tetapi ada penugasan dari Kapolri, maka
penugasan di luar struktur kepolisian sah menurut pasal 28 ayat (3) Undang-Undang Nomor 2
Tahun 2002. Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2017 sesuai dengan Undang-Undang Nomor
2 Tahun 2002.

Kedudukan Polri yang berada di bawah Presiden dikhawatirkan menganggu
profesionalitas Polri karena kadang-kadang kepentingan Presiden hanya menguntungkan
segelintir orang yang memiliki kedekatan dengan Presiden. Contohnya dalam hal
pertambangan, seorang pebisnis tambang yang memiliki kedekatan dengan Presiden bisa saja
meminta Presiden untuk memerintahkan Polri untuk mengamankan kepentingan bisnis
tambangnya dengan menggusur paksa warga yang tinggal di sekitar area yang akan dijadikan
pertambangan. Karena kedudukan Polri di bawah Presiden, Presiden bisa saja menunjuk
anggota kepolisian menjadi Pelaksana Tugas Menteri. Perlu ada peraturan perundang-
undangan yang mengatur spesifik mengenai jabatan di luar kepolisian apa yang bisa diisi oleh

anggota kepolisian aktif.

Penunjukan Komjen Pol Gatot Eddy Pramono sebagai Wakil Komisaris Utama PT.
Pindad oleh Menteri BUMN dan Komjen Pol Mochamad Iriawan sebagai Penjabat Gubenur
Jawa Barat tidak perlu dipermasalahkan kompetensinya. Implikasi hukum anggota kepolisian
terhadap kompetensinya tidak ada. Penunjukkan Komjen Pol Moch Iriawan menjadi Penjabat

Gubernur Jawa Barat tidak menganggu sistem karir ASN jika jumlah orang yang menjabat
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pimpinan tinggi madya sedikit. Jika jumlah orang yang menjabat pimpinan tinggi madya
banyak tidak perlu menunjuk anggota kepolisian aktif. Tidak semua ASN bisa menduduki
jabatan pimpinan tinggi madya, akan tetapi anggota kepolisian aktif tidak bisa semabarangan
menduduki jabatan di luar kepolisian jika ASN tersebut tidak memenuhi syarat menjabat

pimpinan tinggi madya.
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